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Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting untuk membentuk keluarga dan sudah menjadi
norma dalam masyarakat untuk membentuk keluarga yang damai, rukun dan sgjahtera. Perkawinan memiliki
syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar dapat mencapai tujuan perkawinan, dengan demikian sudah
sepatutnya perkawinan yang tidak memenunhi syarat dan terdapat larangan perkawinan untuk dicegah

pel aksanaannya. Pencegahan perkawinan memiliki berbagai kendala dalam penerapannya. Skripsi ini
membahas mengenal analisis permohonan pencegahan perkawinan dengan studi kasus Putusan Mahkamah
Agung Rl Nomor: 301/K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia, Belanda dan Perancis dan
pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala dalam
permohonan pencegahab perkawinan adalah pengumuman rencana perkawinan dilakukan di tempat yang
jarang dikunjungi oleh masyarakat |uas dan Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 301/K/AG/2012 menurut
penulis secara hukum belum tepat.

...... Marriage is avery important bond to form afamily and has become a norm in society to form a peaceful,
harmonize and wealthy family. Marriage has requirements that need to be fulfilled in order to achieve the
goals of marriage, thus deservedly the marriage that not met the requirements and there is a disallowance of
marriage to be prevented in itsimplementation. Prevention of marriage has many problemsin the
implementation. This thesis discuss about the petition of marriage prevention with case study of Supreme
Court Decision of Republic of Indonesia No. 301/K/AG/2012. This thesis uses juridical-normative method
with law approach in Indonesia, Netherland and France and also case approach. Based on the research, it can
be conlcuded that the problem in petition of marriage prevention is the announcement of the marriage plan
performed in place that is rarely visited by the public and Supreme Court Decision of Repblic of Indonesia
No: 30/K/AG/2012 according to the author is not legally appropriate.
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